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Gugus Tugas Covid-19 Kalsel terima bantuan APD 

 

 
https://kalselpos.com/2020/03/25/gugus-tugas-covid-19-kalsel-terima-bantuan-apd/ 

 

 

Gugus Tugas Covid-19 Nasional yang diwakili oleh Danrem 101/Ant kolonel Inf M. Syech 

Ismed mewakili panglima TNI, menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) Kepada Gugus 

Tugas Covid-19 Provinsi Kalsel. Bantuan itu diterima langsung oleh Sekdaprov Kalsel, Abdul 

Haris Makkie di Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Rabu (25/3/2020). APD itu terdiri dari 

40 kardus (2000 set), tiba di Banjarmasin pada Rabu, (25/3/2020) pukul 19.45 Wita 

menggunakan pesawat TNI AU CN-295/A-2907 dari Jakarta – Banjarmasin – Balikpapan. 

Hadir dalam kegiatan tersebut selain Danrem dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, juga 

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Yazid Fanani, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, Danlanud 

Syamsudin Noor, Kol (Pnb) M. Taufiq Arasj SSos serta Danlanal Banjarmasin, Kol Laut (P) 

Sandharianto, kepala BPBD Kalsel, Wahyuddin, dan Kadinkes Kalsel, HM Muslim. Danrem 

101/Ant kolonel Inf M. Syech Ismed, melalui Kapenrem 101 Antasari, Mayor Iskandar. 

Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel, 

Wahyuddin dalam video conference menjelaskan mengenai APD ke Kalsel datang malam tadi 30 

Pcs dan malam ini datang lagi 1500 Pcs. 

(https://kalselpos.com/2020/03/25/gugus-tugas-covid-19-kalsel-terima-bantuan-apd/) 

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalimantan Selatan kembali 

menerima bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Kali ini, GTPP 

Covid-19 Kalsel menerima 250 koli atau 10.000 APD dan 4 ventilator yang diangkut langsung 

oleh TNI AU menggunakan pesawat 737/A-7308  untuk kemudian didistribusikan ke rumah 

https://kalselpos.com/2020/03/25/gugus-tugas-covid-19-kalsel-terima-bantuan-apd/
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sakit di kabupaten/kota se-Kalsel. Untuk kesekian kalinya kami dari Korem 101/Antasari 

mendapat pendistribusian APD yang nantinya langsung kita distribusikan lagi ke satuan yang 

berhak, tentunya dengan bantuan ini sangat membantu, terutama bagi petugas untuk 

menanggulangi pandemi ini,” ujar Komandan Korem 101/ Antasari, Firmansyah, Banjarbaru, 

Kamis (4/6/2020). Dikatakan Firmansyah, adanya bantuan ventilator sangat bermanfaat untuk 

menangani pasien Covid-19. 

(Sumber dari https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2020/06/04/gtpp-covid-19-kalsel-terima-

bantuan-apd-dan-ventilator/) 

 

Sumber Berita: 

1. https://kalselpos.com/, Gugus Tugas Covid-19 Kalsel terima bantuan APD, 07 Desember 

2020, 13.25 WITA. 

2. https://diskominfomc.kalselprov.go.id, GTPP Covid-19 Kalsel Terima Bantuan APD Dan 

Ventilator, 07 Desember 2020,13.25 WITA. 

 

Catatan: 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah  

 Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko 

sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa 

yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, 

krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak 

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 

kondisi wajar. 

 Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial 

kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan 

dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 
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 Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai 

“individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil 

sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar 

dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan 

bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi 

individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.” 

 Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada 

calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; 

Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas 

dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; 

Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau 

diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko 

Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, 

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan 

kemiskinan, dan penganggulangan bencana. 

 Pada Pasal 25 disampaikan,  

 Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan 

untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 

disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.  

 Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan 

untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, 

keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai 

dengan kebutuhan dasar minimal.  

 Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan 

untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.  

 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema 

yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak.  

 Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e 

merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, 

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian 

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.  

 Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 

 Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

 Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima 

bantuan sosial.  
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 Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan 

pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.  

 Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang 

diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk 

sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan 

miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok 

masyarakat kurang mampu. 

 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non 

Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non 

Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud. 

 


